‘PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTQ

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MOJOKERTO

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan

Pemerintahan secara berdaya

berhasil guna, khususnya untuk menjamin
adanya ketertiban dan kepastian hukum, maka
keberadaan dan peranan Penyidik Pegawai
Negeri Sipil yang mampu dan berwibawa
sangat diharapkan dalam rangka penegakan
Peraturan Daerah dan pelanggaran terhadap
ketentuan- ketentuan Peraturan Daerah ;

bahwa sesuai dengan perkembangan dan
lajunya pembangunan beserta aspek perma-
salahannya di Kota Mojokerto, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1I
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah’ Tingkat I
Mojokerto dipandang perlu ditinjau kembali
dan oleh sebab itu perlu diadakan perubahan ;

bahwa sehubungan dengan maksud huruf a
dan b, maka dipandang perlu mengatur
kembali ketentuan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto yang ditetapkan dengan suatu

" Peraturan Daerah.



Mengingat

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1850
tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/ Jawa Barat ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
43 Tahun 1999 (Lembaran Negara 1999 Tahun
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3890 ) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209) ;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan {Lembaran Negara Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389) ;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang  Pemerintahan  Dacrah  (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) ;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran
Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3258) ;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemin-
dahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) ;

10. Peraturan  Menteri Kehakiman Nomor
M.18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, mutasi
dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri
Sipil ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;

12. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6
Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Dacrah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7
Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam
Penegakan Peraturan Daerah ;

14, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai
Negri Sipil Daerah. '

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan

WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TEN-
TANG  PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPII. DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan -
1. Kota, adalah Kota Mojokerto ;

2. Pemcrintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojo-
kerto ;

Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang
untuk melakukan penyidikan.

5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang
selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota
yang diberi wewenang khusus olch Undang -
Undang untuk melakukan penyidikan terhadap
pelangearan Peraturan Daerah ;

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota
Mojokerto yang memuat ketentuan pidana dan yang
telah berlaku sah serta telah diundangkan dalam
Lembaran Daerah Kota Mojokerto ;

7. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS5
adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 ; “

8. Penuntut Umum adalah Jaksa yang menuntut
perkara pidana di pengadilan.
BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan PPNSD di
lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto ;

(2) PPNSD dalam melaksanakan tugasnya berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.



Pasal 3

PPNSD mempunvai tugas melakukan penyidikan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, PPNSD mempunyai wewenang :

.

br.

d.

menerima  laporan  atau  pengaduan  dari
seseorang tentang adanya tindak pidana ;

melakukan tindakan pertama pada saat itu
ditempat kejadian dan melakukan pemneriksaan ;

menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

melakukan penyitaan benda dan atau surat;
mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;

memanggil orang untuk didengar dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

mendatangkan orang ahli dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara ;

mengadakan penghentian penyidikan sctelah
mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak
tecdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan
selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan
hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka
atau keluarganya ;

melakukan tindakan lain menurut hukum yang
dapat dipertanggungiawabkan.

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah ;

(3) Dalam melakukan wewenang tugasnya, IPPNSD
tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau
penahanan.



BAB il

[TAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 5
(1} Kepada PPNSD disamping hak-haknya scbagai
PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999, dapat dibcrikan vang insentif;

(2) Besarnva uang insentif scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikola scsuai dengan kemampuan Kecuangan
Daerah.

Pasal 6
PPNSD scsual dengan bidang tugasnya mempunyai
kewajiban :
a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui,

menerima laporan atau pengaduan tentang
ierjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ;

b. Manycrahkan  hasit  penyidikannya  kepada
Penuntut Umum  melalui Penyidik Kepolisian
Resort Kota Mojokerta ;

¢, Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :

1. pemeriksaan tersangka ;

L

pemasukan rumah ;

3.  penyitaan barang ;

4.  pemeriksaan saksi;

5. pemeriksaan tempat kejadian,

d. Membuat laporan pelaksanaan lugas kepada
\Walikota melalui satuan unit kerja masing-masing.

BAB [V

PERSYARATAN PPNSD

Pasal 7

Syarat-svarat Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat
menjadi PPNSD adalah



a.  Serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda
Tingkal [ (Golongan 11/b) ;

b. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda
(D-3);
c. Ditugaskan di Bidang Teknis Qperasional ;

d.  Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyi-
dikan;

¢, Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan  (DP3)
dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai
rata - rata baik ;

[ Berbadan sehat dan dibuktikan dengan Keterangan
Dokler.

BAB V
PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal &

(1) Penpangkatan dan pemberhentian PPNSD diajukan
oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan Hak
Azasi Manusia melalui Moenteri Dalam  Negort
dalam hal ini Sckretaris Jenderal Departemen
Dalam Negeri dengan mengirim tembusan kepada
Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indenesia guna mendapatkan
perlimbangan, serta satu lembar tembusan kepada
Gubernur Jawa Timur ;

(2) Dalam Surat Usulan Pengangkatan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil harus dicantumkan:

a. Nomor, tahun dan nama Peraturan. Daerah
vang menjadi dasar hukum pemberian
kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil yang diusulkan ;

b. Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil
yang diusulkan.

(3) Dalam Surat Usulan scbagaimana dimaksud pada
avat (1) harus dilampirkan :

a. Photo copy ljazah terakhir yang dilegalisir,
rangkap 4 (cmpat) ;



b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan
Jabatan/Pangkat terakhir vang dilegalisir,
rangkap 4 (empat) ;

c. Photo copy Daftar Penilaian DPelaksanaan
Pekerjaan (DP3) untuk selama 2 (dua) tahun,
terakhir  berturut-turut  yang  dilegalisir,
rangkap 4 (empal) ;

d. Photo copy Sertifikat Pendidikan Khusus di
Bidang Penyidikan yang, dilegalisir, rangkap 4
(empal) ;

c. Surat Keterangan Dokler yang menyatakan
Pepawai  Negeri Sipil yang bersangkutan
berbadan sehat, rangkap 4 ( empat ) ;

f.  Pas pholo hitam putih ukuran 2 x 3 Cm
sebanyak 2 ( dua ) lembar.

Pasal 9

Nutai PPNSD di lingkungan Kabupaten / Kota
ditetapkan oleh 'Bupati/ Walikota ;

Mulasi PPNSD antar Kabupaten / Kota  di
lingkungan Pemerintah Propinsi diletapkan oleh
Gubernur ;

Mulasi PPNSD antar Propinsi, ditctapkan oleh
Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretans
jenderal Deparlemen Dalam Negeri.

Pasal 10

PPNSD diberhentikan dari jabatannya karena

.,
.

-

L.

ol

.

Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
Atas permintaan sendiri ;

Melanggar  disiplin kepegawaiaﬁ berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Multasi Pegawai Negeri Sipil ;
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNSD alau

Meninggal dunia.



BAB V!
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 11

(1) PPNSD scbelum melaksanakan tugasnya harus
terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji dan
dilantik oleh Walikota ;

(2) PPNSD yang telah dilantik dapat melaksanakan
penvidikan pelanggaran Peraturan Daerah scsuai
dengan dasar hukum.

Pasal 12

PPNSD dalam menjalankan tugas penyidikan harus
dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan oleh
atasan PPNSD yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 13
Pembinaan terhadap PPNSD meliputi
a. Pembinaan Umom;
Pembinaan Teknis ;

¢. Pembinaan Operasional,

Pasal 14

(1) Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam
Negoerl ;

(2) Pembinaan Umum sebagimana dimaksud pada
ayat (1) berupa pemberian pedoman, bimbingan,
pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan
dengan pemberdayaan PPNSD ;

Pasal 15

Pembinaan Tcknis sebagimana dimaksud dalam Pasal
13 huruf b dilakukan oleh Menteri Kchakiman dan
HAM, Kapolri dan jaksa Agung sesual dengan tugas
dan fungsi masing-masing.
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Pasal 16

(1) Pembinaan QOperasional sebagaimana dimaksud
Jdalam pasal 13 huruf ¢ dilakukan oleh
a. Gubernur bagi PPNSD Daerah dilingkungan
Pemerintah  Propinsi bekerjasama  dengan
instansi ferkait ;

b. Walikota bagi PPNSD dilingkungan Pemerintah
Kota bekerjasama dengan Instansi terkait.

(2) Pembinaan operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), berupa petunjuk Teknis Operasional
PPNSD  dilingkungan Pemerintah  Propinsi dan
Pemerintah Kota.

Pasal 17

Hubungan kerja PPNSD dan Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia, diatur sesuai dengan
ketenluan perundangan-undangan.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 18
Biaya pelaksanaan tugas penyidikan dan pembinaan
PPNSD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraluran
Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan
diatur lebih lanjut oleh Walikota.
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Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor
1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan. '

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Mojokerto.

Disahkan di Mojokerto
pada tanggal 12 Desember 2005

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, MM

DMundsngkan di Mo jokerto
pada tanggal 12 Degembsr 2005

P1t, SEKRETARIS DAERAH KOTA NOJOKERTO

ttd

R. TONNY KOESWORGO, S. H.

Pembina Utama Muda
NIP. 510 089 885

LEMBARAN DABRAH EOTA MOJORERTQ TAHON 2005 NOMOR 1/B
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2005

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI REGER] SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHN KOTA MOJOKLERTO

PENJELASAN UMURM

Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemcerintahan secara
berdaya guna yang menjamin adanya ketertiban dan kepastian
hukum dengan penegakan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan
Daerah. Oleh karcna itu peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNSD) untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah sangat menentukan. Dengan perkembangan dan
laju pertumbuhan pembangunan, permasalahan-permasalahan yang
dibadapi semakin komplek schingga dalam pelaksanaan tugas
penegakan ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, payung hukum
yang ada khususnya Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Mojokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat " 1II
Mojokerto sudah tidak sesuai lagi dengan kondist yang ada maka
dipandang perlu mengalur kembali dalam suatu Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Sampai dengan21 : Cukup jelas






